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TERKENDALL

PENGADILAN NEGERl_.MmPIKQR-SAMARINDA.KELAS%‘[A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI /HITIPIKOR SAMARINDA

NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

TIMPENGENDALIAN:GRATIFIKAS] PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR,

'SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI /HITIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

‘Menimbang:: a:

Mengingat:::

‘bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana terrnaksud dalam Pasal 53

:Ayat 1 Undang-undang -No. 8: Tahun 2004 tentang ‘perubahan. ‘atas
TUndang-undang No. 2 Tahuh 1986 tentarig Peradilan Umum, 'yang,
menentukan bahwa Kétua Pengadilan Negeri: mengadakan: pengawasan
‘antara:lain terhadap pelaksanaan tugas dan: tmgkah laku:Hakim, Panitera
‘dan-Jurusita di daerah hukumnya;,

. bahwa untuk .mengefektifkan pengawasan: terhadap ‘Hakim~dan. Pegawal
‘Pengadilan Negeri/H)/Tipikor Samarinda bebas. dari’ Korupsi; Kalusi' dan
iNepotxsme (KKN)-serta demi kelancaran pelaksanaan tugas-tersebut maka

Pengadilan Negeri/H!/Tipikor Samarinda perlu membentuk  Tim
Pengendalian Gratifikasi untuk mendukung Program Mahkamah Agung;

“c. Bahwa adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan ‘Negeri/Hl/Tipikor

Samarinda, maka perlu ditunjuk Pejabat yang baru;

d. Bahiwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap

dan mampu:untuk menerima tugas:dimaksud.

. ‘Undang-Unddng' Republik. Ihdo’neéia Nomor 28 “Téhl.:fi 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;

.. Undang-Undang Republik Iridonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan. atas ‘Undang- Undang RRI ‘nomor 31 Tahun 1999 tentang
‘Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

.. Undang-Undang Republik-Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Tindak Pidana Korupsi;

.-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun. 2008 teritang

Perubahan kedua atas Undang-undang ‘Republik Indonesia Nonor 14
Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49" Tahun 2009 tentang

Perubahan: Kedua: atas, Undang- Undang ‘Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

.. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/O05/SK/111/1994

dan Keputusan Ketua Mahkamah. Agung RI N o m o r :
KMNOOS/SK/HI/1994 tentang, pengawasan dan evaluasi atas hasil

pengawasan oleh Pengaditan’ Tingkat ‘Banding .dan Pengadllan Tingkat

Pertama;

. Instruksi Presiden Republik ‘Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi

.Instruksi” Presiden Republik Indonesia Nomor -9 Tahun 2011 tentang
‘Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

;. Instriksi: Presiden Republik. Indonesia Nomor-7 Tahun 2015 tentang. Aksi
‘Peéntegahan -dan Pemberantasan Korupsi Tahun-2015;;




KESATY

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Agkul
rig Akreditasi Pen]amman Mutu/RB/ZEF

" Birokrasi Nomor:49 Tahun 2011, tentang Pedoman-Umum’ Pakta lntegv tas
di Llngkungan Kemenetenanli.embaga dan Pemenntah Daerah;

‘lntegntas Menuju Wilayah Bebas dan Korupt llayah Blrokra51 BEI'SIh

dan Melayani di Ltngkungan Instansi Pemerintah;;

12, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik. Indofesia Nomor

41384/KMA/SKN/I11/2014 fentang Pembentukan Unit Pengendalian
Gratifikasi  Lingkungan: Mahakamah Agung dan ‘Badan Peradilan “di
‘Bawahnya;

MEMUTUSKAN'

Menetapkari » KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HITIPIKOR: SAMARINDA

TENTANG TIM PENGENDALIAN ‘GRATIFIKASI :PADA PENGADILAN
NEGERI/HITIPIKGR SAMARINDA

Menurijuk dan’/mengangkat:pejabat yang namanya
12 (dua) dafta ,Jamplran surat keput
:Pengendahan gratifikasi‘di. Pengadilan Negen/l-ﬂ

tKeputusan Ketua Pengadilan NegeanllT‘ ipikor Samannda
_engendahan Grattfkasr Pada Pengadilan® ‘Negeri/Hi/Tipikor

tercantum:dalam:kolom
ntuk. .»menjadl Tim
pikor Samarinda;.

:Tentang

' ipabila
:dlkemudlan ‘hart terdapat kekelirtian, atay .kesalahan:dalaf’ f ini
.akan-diadakan perbaikan seperiunya.;

‘Salinan Surat’ Keputusan.ini disampaikan kepada yang bersangkutan: untuk
dilaksanakan ‘sebagaimana mestinya;

i ‘dufan Negenll-lll‘l“pxkor Samatinda;
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TENTANG. TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA,

‘PENGADILAN:NEGERI/HI/TIPIKORSAMARINDA

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN: GRATIFIKASI

NAMA/NIP

JABATAN

'EADA;:P'E;NGADILAN NEGERI/HITIPIKOR SAMARINDA

DITUNJUK SEBAGAI

Wakil Ketua

~Ketua Tim.

Panitera

‘Anggota:

Sekretaris

:Anggota

“Kasubbag
Kepegawaian

-Sekretaris
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